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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 002.a/HK.01.01/K.KN.09/10/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan
terintegrasi di  Lingkungan Bawaslu Kabupaten Sambasg,
diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Sambas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tentang Pembentukan
Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 692);
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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan
Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Panita Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar
Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas
Umum Kabupaten Sambas dengan susunan tim sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan
Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud diktum
KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan,
penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum
dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Sambas;
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Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

a. Menginvetarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan
informasi hukum;

b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;

c. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam
situs resmi JDIH Bawaslu

d. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;

e. Memelihara dokumen hukum, informasi hukum dan sistem
informasi JDIH Bawaslu;

f.  Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkanya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 3 Oktober 2022
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 002.a /HK.01.01/K.KN.09/10/2022

TANGGAL : 3 Oktober 2022

TENTANG  : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH
BAWASLU KABUPATEN SAMBAS

TAHUN 2022
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN

; DALAM TIM
1 2 3 4
1 | IKHLAS, ST KETUA PEMBINA
2 | MUSTADI, SE ANGGOTA PEMBINA
3 | EKUS HENDRATNO. S.Sos ANGGOTA PEMBINA
4 | YESIMAYASANTI, S.Pd., ME ANGGOTA PEMBINA
5 | SISKAAYUSRA, S.STP.M.SW | Pit. KOORDINATOR SEKRETARIAT | PENANGGUNG JAWAB
6 | ANDREAS, S.Sos ANGGOTA PEMBINA

YULIA PUTRI KARTIKA BENDAHARA PENGELUARAN

7 | PERMATASARI, S.IP PEMBANTU SEREHARIS

LAILA, SH STAF PPNPNS ANGGOTA
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